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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis 

sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku yang berjudul 

“Politik Hukum di Indonesia” ini. Buku ini menggali hubungan yang 

kompleks antara politik dan sistem hukum di Indonesia. Buku ini 

memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana politik 

memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum di negara ini, 

serta bagaimana kebijakan politik dan hukum saling berinteraksi 

dalam menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. 

Dalam buku ini terdapat empat belas bab yang terdiri dari: 

Sejarah Politik Hukum di Indonesia: Dari Masa Kolonial hingga 

Kemerdekaan; Konsep dan Landasan Politik Hukum dalam 

Pembentukan Negara Indonesia; Sistem Hukum dan Politik Hukum di 

Indonesia; Politik Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Dasar 

1945; Peran Parlemen dalam Politik Hukum Indonesia; Peran 

Kehakiman dalam Politik Hukum di Indonesia; Politik Hukum dan 

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia; Politik Hukum 

Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Penyelesaian; Politik Hukum 

Internasional: Peran Indonesia dalam Komunitas Global; Politik 

Hukum Pidana di Indonesia: Penegakan Hukum dan Keadilan; Politik 

Hukum Ekonomi: Dampaknya pada Pembangunan Ekonomi 

Indonesia; Politik Hukum Birokrasi: Peran Aparat Pemerintahan 

dalam Pembentukan Kebijakan; Etika Politik Hukum: Pertimbangan 

Moral dalam Kebijakan dan Penegakan Hukum; Peran Media Massa 

dalam Politik Hukum Indonesia. 

Buku ini merupakan bacaan yang tepat bagi siapa pun yang 

tertarik untuk memahami dinamika kompleks antara politik dan 

hukum dalam konteks Indonesia. Dengan analisis yang mendalam dan 

informasi yang terkini, buku ini memberikan wawasan yang berharga 

tentang bagaimana kebijakan politik dan hukum membentuk wajah 

Indonesia saat ini dan masa depannya. 
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Harapan penulis dengan terbitnya buku ini semoga dapat 

memberikan kontribusi sebagai referensi dalam kajian politik dan 

hukum di Indonesia. Tak lupa kami ucapan terimakasih kepada 

penerbit Sada Kurnia Pustaka dalam memfasilitasi penulis untuk 

menerbitkan karya ini. Terimakasih pula kami haturkan atas saran dan 

sumbangan pemikiran rekan sejawat dalam penyusunan buku ini. 

Teruntuk para pembaca, semoga buku ini dapat memberikan 

kemanfaatan sebagai sumber keilmuan, aamiin. 
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BAB 1  
SEJARAH POLITIK HUKUM DI 

INDONESIA: DARI MASA 
KOLONIAL HINGGA 

KEMERDEKAAN 
 

 

 

Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H. 

IAIN Palangka Raya 

 

 

 

 

Pendahuluan 
Para ahli telah banyak mendefinisikan mengenai politik hukum pada 

berbagai literatur. Mochtar Kusumaatmadja memaknai politik 

hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam 

suatu pembaharuan hukum. (Kusumaatmadja, 2002, pp. 3–4) 

Definisi ini menyoroti pentingnya pengambilan keputusan dalam 

pembentukan kebijakan hukum, termasuk proses pembuatan 

undang-undang serta penetapan kebijakan yang berdampak pada 

struktur dan norma hukum yang ada. Melalui politik hukum, suatu 

negara atau pemerintah dapat mengarahkan arus perkembangan 

hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan sosial, 

perlindungan hak asasi manusia, atau pengembangan sistem hukum 

yang lebih modern dan adaptif. Sehingga, politik hukum bukan 

hanya mencakup aspek kebijakan hukum, tetapi juga proses-proses 

politis dan sosial 

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengungkapkan politik hukum 

sebagai rencana kebijakan hukum yang diinginkan untuk dijalankan 
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4. Meningkatkan Dukungan Terhadap Upaya Pembangunan 

Hukum 

Peningkatan dukungan terhadap upaya pembangunan hukum 

merupakan hal yang krusial dalam memperkuat fondasi hukum 

negara. Langkah pertama yang diperlukan adalah dengan 

menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi lembaga-

lembaga terkait, seperti kantor hukum, lembaga penelitian hukum, 

dan lain sebagainya. Dengan adanya sarana yang memadai, 

diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan 

tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan 

optimal dari sarana dan prasarana yang sudah ada juga menjadi 

langkah yang penting. Dengan mengoptimalkan penggunaan 

fasilitas yang tersedia, diharapkan hasil dari upaya pembangunan 

hukum dapat lebih maksimal dan berdampak nyata bagi 

masyarakat. Sehingga, langkah-langkah ini merupakan bagian dari 

komitmen untuk memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan 

memberikan dukungan yang memadai bagi proses pembangunan 

hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika 

masyarakat dan zaman. 

5. Langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakkan hak 

dan kewajiban dasar warga negara, sesuai dengan semangat 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Syamsuddin, 2019, p. 

58) 

Pada masa Orde Baru, dominasi keputusan didorong semata oleh 

kepentingan politik, terutama bagi Pemerintah pada masa itu. 

Pembatasan luas terjadi di berbagai sektor selama periode Orde Baru, 

termasuk dalam hukum/undang-undang, ekonomi/bisnis, kebebasan 

informasi/pers, dan sektor-sektor lainnya. Upaya dilakukan untuk 

mengembalikan citra Indonesia sebagai Negara Hukum, terutama 

dalam hukum dan politik, guna menegaskan bahwa revolusi masih 

berlangsung. UUD 1945 dijadikan landasan konstitusional yang ideal, 

yang dicirikan oleh Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1967 dan 

pembentukan Kabinet Pembangunan sebagai perubahan kebijakan 

pemerintah secara menyeluruh. Melalui Ketetapan MPRS No. XX, 

ditetapkan bahwa sumber tata tertib Hukum Republik Indonesia dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 
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harus mengikuti penerapan UUD 1945 secara tulus dan konsisten, 

sesuai dengan ideologi Pancasila. Pada periode pembangunan lima 

tahun dengan fokus pada Rule of Law tahun 1969, mengacu pada 

pendahuluan Bab XIII UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia 

adalah negara yang berazas pada hukum dan bukan semata pada 

kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membimbing 

masyarakat dalam proses pembangunan, dengan pendekatan baru 

yang dapat digunakan untuk menangani masalah hukum dan peran 

hukum dalam konteks masalah yang lebih besar yang tidak hanya 

melibatkan aspek normatif dan perselisihan hukum (dengan 

menggabungkan proses kodifikasi dan unifikasi hukum 

nasional).(Baiquni; & Soelaiman, n.d.) 
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Pengertian Politik Hukum 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) adalah negara kebangsaan yang berdasarkan 

Pancasila dan negara kesejahteraan yang demokratis. Oleh karena itu, 

seluruh aspek kehidupan nasional dan penyelenggaraannya harus 

selalu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan 

UUD 1945. Peran kebijakan hukum diperlukan dalam menetapkan 

aturan hukum apa pun, dan hal ini menyangkut tiga hal, yaitu pertama, 

kebijakan nasional mengenai undang-undang yang menentukan 

penerapan aturan-aturan tersebut atau tidaknya dalam rangka untuk 

mencapai tujuan negara yang diinginkan. Kedua, Tinjauan terhadap 

konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk penciptaan produk 

yang sah. Ketiga, penerapan dan penegakan hukum secara langsung di 

masyarakat. 

Menurut Kusumaadmadja, politik hukum adalah strategi hukum 

atau undang-undang yang menyerukan reformasi hukum dengan 

menggunakan alat strategi hukum yang dilaksanakan melalui 

peraturan perundang-undangan (Kusumaatmadja, 2002 : 3-4). 
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Gambar 2.1: Hubungan Antara Sistem Politik dan Hukum 

Sumber: diolah penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Konsep Politik Hukum untuk Pembentukan Hukum 

Sumber: diolah penulis 
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Pengantar Sistem Hukum 
Pengantar sistem hukum menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang 

membentuk struktur hukum suatu negara atau komunitas (Hurst, 

2016). Setiap sistem hukum mencerminkan sejarah, budaya, nilai, dan 

kerangka kerja politik yang berbeda dari suatu entitas tertentu (Anh 

and Tien, 2019). Fungsi utama dari sistem hukum adalah untuk 

membangun struktur yang pasti dan konsisten untuk menegakkan 

hukum, melindungi hak-hak, dan menyelesaikan konflik. Sebuah 

sistem hukum harus menciptakan ketertiban dan kepastian hukum 

dengan menerapkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi 

(Kneebone, Missbach and Jones, 2021). Sistem hukum yang efektif 

harus mewujudkan kemandirian lembaga-lembaga hukum, 

perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, kemampuan 

beradaptasi, dan keadilan sebagai sifat-sifat fundamental. Sistem 

hukum Indonesia didasarkan pada hukum tertulis dan kode hukum 

yang terorganisir, yang merupakan ciri khas sistem hukum 

kontinental (Luluardi and Diniyanto, 2021). Hal ini membedakannya 

dari sistem hukum common law yang lebih menekankan pada 

preseden hukum. Sistem hukum Indonesia diperkaya dengan 
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Kesimpulan 
Menjelang akhir, kami sekali lagi mengakui kerumitan sistem hukum 

dan politik hukum di Indonesia. Isu-isu yang masih ada, termasuk 

korupsi dalam penegakan hukum, proses peradilan yang lamban, dan 

akses yang tidak setara terhadap keadilan, menyoroti perlunya 

tindakan kolaboratif untuk meningkatkan sistem. Politik hukum di 

Indonesia terus berubah sebagai respons terhadap faktor-faktor 

politik dan sosial, yang berdampak pada bagaimana hukum dibuat, 

dijalankan, dan ditegakkan. 

Langkah-langkah reformasi yang komprehensif diperlukan untuk 

meningkatkan dan memajukan sistem hukum dan kebijakan hukum. 

Meningkatkan integritas lembaga-lembaga hukum, meningkatkan 

akses terhadap keadilan, dan memastikan penegakan hukum yang adil 

dan merata merupakan hal yang penting untuk membangun sistem 

hukum yang lebih efektif. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

publik dalam proses politik hukum harus ditingkatkan. Memahami 

sistem hukum dan politik hukum Indonesia secara menyeluruh sangat 

penting untuk kemajuan yang berkelanjutan. Penelitian tambahan 

diperlukan untuk mengkaji tantangan-tantangan yang ada dan 

menentukan solusi yang tepat. Inisiatif konkret dari pemerintah, 

lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor komersial sangat 

penting untuk mencapai reformasi yang diperlukan. Kesimpulan ini 

memberikan panduan bagi penelitian dan upaya-upaya di masa depan 

untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan merata bagi 

seluruh warga negara Indonesia. 
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Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia 

Pasca Reformasi 1998, terdapat kemajuan yang signifikan dalam teori 

dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada 

masa Orde Baru, pembentukan peraturan cenderung dilakukan secara 

tertutup dengan minim partisipasi, dan peraturan tersebut sering 

dianggap sebagai alat pemerintah untuk menata ketertiban dan 

pembangunan. (Kurang, 2007). Namun, setelah tahun 1998, 

pandangan ini berubah dan terjadi peningkatan dalam keterbukaan 

dan partisipasi. Karena itu, proses dan isi peraturan perundang-

undangan mengalami perombakan yang memperhatikan 

perkembangan tersebut. (Redi, 2021). 

Pada tahun 2004, di Indonesia disahkan undang-undang pertama 

yang mengatur tentang proses pembentukan peraturan perundang-

undangan. Undang-undang tersebut bernama Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan memberikan pedoman formal serta materiil bagi 

berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 
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Langkah penting dalam menerapkan prinsip negara hukum 

adalah meletakkan kerangka teoretis dan praktis pembentukan 

undang-undang dalam sebuah undang-undang, karena hal ini akan 

memberikan panduan yang memadai. Selain itu, setelah dilakukannya 

penataan kembali lembaga-lembaga negara melalui amandemen UUD 

1945 pada periode 1999-2002, penting untuk menetapkan peran, 

wewenang, dan fungsi yang jelas bagi berbagai lembaga negara yang 

terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

(Nurlan, 2006). 

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, didalamnya 

hanya menyertakan tiga jenis peraturan perundang-undangan yakni 

Undang-Undang, Perppu dan Peraturan Pemerintah, akan tetapi 

dengan serangkaian perkembangan praktek ketatanegaraan di 

Indonesia semakin bertambah mengenai jenis-jenis peraturan 

perundang-undangan. Perkembangan mengenai jenis-jenis peraturan 

perundang-undangan sendiri juga mendapat pengaruh dari 

perkembangan dari masa, semisal masa Hindia Belanda, masa 

kedudukan Jepang dan masa kemerdekaan. (Adhayanto, 2014). 

Mengulik sedikit dari sejarah perkembangan dimasa Hindia 

Belanda, sebelum kedatangan Belanda, Indonesia menggunakan 

hukum adat atau hukum yang tidak tertulis, setelah masuknya 

Belanda maka terjadilah dualisme hukum antara hukum adat dan 

hukum yang dibawa oleh Belanda, didalam hukum yang ditetapkan 

oleh Belanda terdapat beberapa jenis yakni: hukum status, hukum 

Belanda kuno, asas-asas hukum romawi. (Trijono, 2013). Selanjutnya 

mengalami perkembangan antara tahun 1855-1926 terjadi 

perubahan grondwet di Belanda yang menyebabkan kekuasaan raja di 

negara jajahan sedikit berkurang, yang semula raja merupakan yang 

berdaulat dalam berkuasa, setelah adanya perubahan ini dibentuklah 

wakil rakyat (Volksraad) yang bertugas untuk membantu dan turut 

serta dalam pembentukan undang-undang. (Bahri, 2021). 

Kemudian setelah adanya pembaruan tersebut terdapat jenis-

jenis peraturan yang dibentuk antara lain yakni: a. Reglement op het 

beleid der Regering van Nederlands Indies (peraturan tentang 

kebijakan pemerintah Hindia Belanda) yang kemudian dianggap 

sebagai undang-undang dasar; dan b. Ordonnantie Gouverneur Général 
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seperangkat asas yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak 

rakyat serta hubungan di antara keduanya. Indonesia diharapkan 

menjadi negara yang damai, adil, dan makmur dalam jangka panjang. 

masa depan sebagaimana tercantum dalam pembukaan atau 

pembukaan UUD 1945. (Soemantri, Konstitusi Indonesia: Prosedur 

dan Sistem Perubahan Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan, 

2014). 
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Pendahuluan   
Dalam sistem politik Indonesia berdasarkan yang konstitusi, rakyat 

merupakan pemegang kedaulatan. Oleh karena itu pelaksana 

kedaulatan rakyat kemudian dipercayakan kepada setiap organ atau  

lembaga yang menjalankan fungsi politik negara (tidak termasuk 

kekuasaan kehakiman) dan mereka harus tunduk dan 

bertanggungjawab kepada rakyat (Dewi, 2017). Dalam sistem 

ketatanegaraan modern yang demokratis melahirkan lembaga yang 

merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat dalam proses 

politik dan pemerintahan. Keberadaan lembaga perwakilan yang 

seimbang dan beragam memungkinkan lembaga ini menjadi saluran 

komunikasi antar warga negara dan pemerintah. Lembaga perwakilan 

memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, 

seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik. 

Berdasarkan teori kekuasaan lembaga perwakilan ini umumnya 

diberikan kewenangan legislasi sebagai wujud pengambilan 

keputusan politiknya (Kusuma, 2014: 1).  

Disisi lain kepentingan-kepentingan politik para wakil rakyat 

yang duduk di lembaga perwakilan atau lembaga parlemen 
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mengharapkan peraturan perundang-undangan yang benar-benar 

memenuhi keinginan rakyat (Wahid, 2012). Pada situasi seperti ini 

lembaga perwakilan seharusnya berfungsi sebagai perwakilan 

kedaulatan rakyat, dengan anggota bekerja untuk kepentingan rakyat 

bukan untuk kepentingan partai pengusungnya (Zikri, 2018). 

 

Kesimpulan 

Dalam politik hukum parlemen yang salah satunya adalah kebijakan 

legislasi penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan 

politik yang mewakili beragam pandangan sosial yang berbeda dalam 

masyarakat dengan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini 

memerlukan pertimbangan yang cermat mengenai dampak kebijakan 

terhadap masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan 

hak-hak individu serta kebutuhan kolektif. 
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Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 

Konsep negara hukum yang demokratis atau disebut juga 

democratische rechtsstaat (Asshiddiqie, 2005) menghendaki supaya 

kekuasaan negara tidak hanya diselenggarakan oleh institusi tunggal 

layaknya yang ada di negara bercorak otoriter maupun monarki. 

Sebab perkembangan ketatanegaraan yang demokratis telah 

menunjukkan adanya pergeseran yang menghadirkan pembagian 

atau pemencaran kekuasaan (division of power). Artinya kekuasaan 

negara tidak hanya dipegang oleh satu institusi saja, melainkan dibagi 

menjadi beberapa institusi yang kedudukannya setara. Pembagian 

kekuasaan ke dalam beberapa institusi tersebut dimaksudkan supaya 

tercipta adanya perimbangan dan pengawasan antar pemegang 

kekuasaan (checks and balances) (Montesquieu, 1989). Dengan begitu 

diharapkan tidak ada (atau setidaknya meminimalisir) 

penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi kekuasaan tunggal yang 

umumnya cenderung bersifat dominan. 



Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia 

 

101 Endrianto Bayu Setiawan 

independensi fungsional, yakni bertalian dengan pekerjaan yang 

dilakukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketiga, 

independensi personal, yakni kebebasan hakim secara individual 

ketika berhadapan dengan perkara. Keempat, independensi praktis 

yang nyata, yakni independensi hakim untuk tidak memihak atau 

imparsial. 

Kebebasan hakim dalam memutus perkara memang tidak bisa 

dimaknai bebas secara mutlak, karena itu ada prinsip dan nilai hukum 

yang mengikat hakim, yakni dari segi rasa keadilan, nilai etika dan 

moralitas, hukum positif (dalam keadaan tertentu dapat disimpangi 

sesuai pertimbangan hakim), serta kepatuhan terhadap prinsip dan 

asas hukum. Memang sulit untuk memaknai secara general batasan 

dan daya ikat tersebut terhadap hakim ketika memutus perkara, 

sehingga memang menjadi lebih mudah apabila mencermati secara 

kasuistis. Tetapi yang pasti, hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

benar-benar terikat dengan kewajiban untuk mewujudkan rasa 

keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan 

tersebut telah dinormakan dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim  dan  

hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

Pandangan keterikatan hakim juga ditekankan Sudikno Mertokusumo 

(1997), bahwa hakim bebas dalam mengadili sesuai dengan hati 

nurani atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun serta 

bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. 
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Pengertian Politik Hukum 
Secara etimologis, istilah "politik hukum" merujuk pada istilah hukum 

Belanda "rechtspolitiek", yang terdiri dari dua kata: "recht" yang 

berarti "hukum" dalam kamus bahasa Indonesia, dan "politiek" yang 

dalam kamus bahasa Belanda Van der Tas mengacu pada "beleid", 

yang artinya kebijakan dalam bahasa Indonesia. Kata "recht" sendiri 

dalam bahasa Indonesia juga berarti "hukum", dan berasal dari kata 

Arab "hukm" yang memiliki makna "putusan, ketetapan, perintah, 

kekuasaan, hukuman, dan sebagainya". Namun, para teoretisi hukum 

sering tidak sepakat mengenai batasan dan makna hukum dalam 

konteks ini karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas 
dan perspektif yang berbeda dari para ahli tentang apa yang disebut 

sebagai hukum, banyak pendapat tentang hal itu. Meskipun demikian, 

hukum dapat didefinisikan secara sederhana sebagai set peraturan 

yang berlaku untuk berperilaku secara sosial. 

Politik hukum didasarkan pada hubungan yang erat antara politik 

dan hukum, yang mengimplikasikan bahwa pengembangan politik 

hukum tak dapat dilepaskan dari evolusi politik secara menyeluruh. 
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Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi 

pembentukan kebijakan politik juga akan berlaku dalam 

implementasi politik hukum yang diatur melalui perundang-

undangan.(Safuddin, 2015) 

Awalnya, politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang 

berlaku di suatu negara tertentu, dengan arti yang bersifat lokal, yang 

berarti kebijakan tersebut hanya relevan di wilayah dimana kebijakan 

itu berlaku. Namun, pada tahap berikutnya, politik hukum juga 

dianggap sebagai kerangka pemikiran untuk merumuskan dan 

memahami kebijakan hukum. Dengan demikian, politik hukum 

membantu dalam menentukan arah pembangunan hukum yang 

diinginkan dan reformasi hukum yang diinginkan melalui kebijakan 

hukum tersebut. 

Pengertian politik hukum" merujuk pada kajian tentang 

bagaimana kebijakan politik dan proses politik mempengaruhi 

pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum dalam suatu 

negara atau masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang interaksi 

antara kekuasaan politik dan sistem hukum, serta dampaknya 

terhadap tata kelola hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. 

Politik hukum merupakan konsep tentang proses pembentukan 

undang-undang yang diterapkan dalam masyarakat suatu negara, 

dimana tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Menurut 

Bernard L. Tanya, dalam konsep ini, politik hukum lebih serupa 

dengan etika, yang menekankan bahwa tujuan yang diambil haruslah 

dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diuji oleh akal 

sehat, serta metode yang digunakan untuk mencapainya harus dapat 

diuji dengan standar moral (Yati, n.d.) 

 

Adapun Pengertian Politik Menurut Beberapa Ahli yaitu : 

1. Moh Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai "legal 

policy atau kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diterapkan 

melalui pembentukan hukum baru atau perubahan pada hukum 

yang sudah ada, dengan tujuan mencapai tujuan negara. Dengan 

demikian, politik hukum melibatkan keputusan terkait penerapan 

dan pencabutan hukum, yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 

1945.(Mahfud MD, 2010) 
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Berikut adalah beberapa upaya masyarakat dalam mendukung 

penegakan HAM : 

1. Pendidikan dan Kesadaran : Masyarakat dapat mengambil peran 

dalam meningkatkan kesadaran tentang HAM melalui pendidikan, 

seminar, workshop, dan kampanye publik. Ini dapat membantu 

mengedukasi individu tentang hak-hak mereka dan pentingnya 

memperjuangkan HAM. 

2. Pengawasan dan Pelaporan : Masyarakat dapat menjadi pengawas 

terhadap pelanggaran HAM di lingkungan mereka. Mereka bisa 

melaporkan insiden pelanggaran HAM kepada LSM atau badan 

pemerintah yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut 

3. Advokasi dan Kampanye : Masyarakat dapat terlibat dalam 

kegiatan advokasi dan kampanye  untuk mendukung penegakan 

HAM. Hal ini bisa dilakukan melalui demonstrasi, petisi, atau 

kampanye sosial media untuk memperjuangkan perubahan hukum 

atau kebijakan yang mendukung HAM. 

4. Pemberdayaan Korban : Masyarakat bisa membantu dalam 

pemberdayaan korban pelanggaran HAM dengan memberikan 

dukungan moral, bantuan hukum, atau bantuan finansial bagi 

mereka yang membutuhkan. 

5. Penggunaan Teknologi : Teknologi seperti media sosial dan 

platform daring dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

menyebarkan informasi tentang pelanggaran HAM secara cepat 

dan efektif, serta memobilisasi dukungan untuk kasus-kasus 

tertentu. 

6. Pendidikan Hak-hak Dasar : Memberikan pendidikan tentang hak-

hak dasar kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti 

anak-anak, perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas, 

dapat membantu mereka dalam memahami hak-hak mereka dan 

mencegah pelanggaran 

7. Kemitraan dengan LSM : Masyarakat dapat bekerja sama dengan 

LSM yang berfokus pada HAM untuk memperkuat upaya 

penegakan HAM di tingkat lokal, nasional, dan internasional 

8. Partisipasi dalam Proses Demokrasi : Masyarakat dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses demokratis, seperti pemilihan 

umum, untuk memilih pemimpin yang mendukung dan mendorong 

penegakan HAM. 
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9. Pelatihan dan Kapasitas : Memberikan pelatihan dan kapasitasi 

kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat 

berkontribusi dalam penegakan HAM secara efektif, termasuk 

keterampilan seperti penulisan laporan, advokasi, dan komunikasi 
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Potret Latar Belakang Hukum Lingkungan di Indonesia 

Berbicara tentang politik hukum, maka kita akan merujuk pada latar 

belakang kenapa sebuah hukum dibentuk. Sedangkan untuk 

memahami konsep politik hukum lingkungan, maka secara sederhana 

kita dapat mengartikan kenapa hukum lingkungan diperlukan atau 

ada? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita merujuk pada 

pendapat filsuf Plato yang mengemukakan pendapatnya tentang 

pentingnya pembuatan undang-undang yang efektif untuk mencegah 

terjadinya dekadensi dan kemiskinan pada masyarakat menjadi. 

Hobbes juga mempunyai pandangan yang sama bahwa manusia, 

kecuali mereka tunduk pada kedaulatan, akan bertindak merugikan 

satu sama lain sehingga hidup mereka menjadi miskin, jahat, brutal 

dan berpikir pendek. Apakah kita setuju dengan pandangan yang pada 

dasarnya pesimistis tentang sifat manusia atau melihat kemanusiaan 

pada dasarnya baik dan sempurna. tampaknya manusia cukup egois 
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sehingga bertindak sedemikian rupa sehingga mengakibatkan 

kerusakan lingkungan bumi secara signifikan. Kecuali tindakan 

mereka ditempatkan di bawah batasan hukum.(Wilkinson, 2005, p. 5)  

Dari pandangan Plato dan Hobbes di atas, berikut akan 

dipaparkan secara singkat bagaimana kerusakan dan pencemaran 

lingkungan terjadi pada masyarakat internasional dan Indonesia pada 

khususnya. Namun sebelumnya, konsep mengenai pencemaran dan 

kerusakan lingkungan secara terminologi dibedakan dalam hal 

pengertiannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

mendefinisikan Pencemaran lingkungan hidup sebagai suatu proses 

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan.(Indonesia, 2009, chap. 1) Sedangkan konsep Kerusakan 

lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung dan/atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 

hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup.(Indonesia, 2009). 

Secara sederhana pencemaran dan kerusakan lingkungan 

tersebut mengakibatkan destruksi ekologis pada kehidupan manusia 

setiap generasi. Ketika manusia dihadapkan pada kebutuhan untuk 

kepentingan pasar dan pembangunan, maka secara tidak langsung ia 

akan melakukan degradasi lingkungan. Hal ini dikarenakan pola 

pembangunan yang dilakukan secara konvensional dan tidak 

mempertimbangkan dampak lingkungan. Edith Brown Weis 

merangkumnya menjadi 3 masalah utama yaitu: konsumsi yang 

berlebihan terhadap sumber daya berkualitas. In-efisiensi 

penggunaan sumber daya alam oleh generasi dulu dan sekarang. 

Pemakaian sumber daya yang habis-habis oleh generasi dulu dan 

sekarang membuat generasi yang akan datang tidak memiliki 

keragaman sumber daya yang tinggi.(Samekto, 2016, pp. 1.3-1.4). 

Pembahasan mengenai kerusakan dan pencemaran lingkungan di 

Indonesia tidak terlepas dari pembahasan kerusakan lingkungan di 

negara maju dan negara berkembang. Permasalahan kerusakan 

lingkungan di negara maju terjadi secara masif dimulai pada abad 18 
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menjadi persetujuan lingkungan. Meski hal ini digadang menjadi 

tren paradigma baru dalam perizinan lingkungan, Perbedaan 

paradigma yang tidak terang justru menimbulkan kebingungan  

berkaitan dengan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai 

objek sengketa tata usaha negara, mengingat UU Cipta Kerja 

menghapus pasal 38 dan 93. 

UUPPLH yang menyatakan bahwa izin lingkungan dapat 

dibatalkan lewat pengadilan tata usaha negara.(Pambudhi and 

Ramadayanti, 2021, p. 308) Konsep persetujuan lingkungan yang 

ada dalam Cipta Kerja juga mengalami perubahan dengan konsep 

berbasis risiko. Jenis usaha dibagi menjadi resiko rendah, resiko 

menengah dan resiko tinggi. Namun, perlu ditekankan bahwa 

Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan yang 

seharusnya menjadi syarat bagi penerapan pendekatan berbasis 

risiko, antara lain: (1) Kurangnya basis data yang komprehensif di 

seluruh Indonesia, termasuk di berbagai sektor; (2) Kurangnya 

studi tentang pemetaan risiko serta implementasi kebijakan, 

rencana, dan program dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

didasarkan pada pemetaan risiko; (3) Tingginya tingkat korupsi; 

dan Ketiadaan kelengkapan inventarisasi lingkungan hidup yang 

berbasis pada pendekatan ekoregion dari setiap daerah secara 

terpadu.(Riyanto et al., 2020) 

Kesesatan logika lainnya pada UU Cipta Kerja adalah 

kesalahan dalam makna konsep strict liability. Konsep ini mulanya 

terakomodir dalam Pasal 88 UUPPLH yang merupakan ketentuan 

anomali bagi pencemar limbah B3. Karena B3 adalah bahan 

berbahaya yang tidak dapat ditolerir, maka penegakan hukumnya 

juga memerlukan penegakan hukum luar biasa. Alih-alih 

melakukan perubahan, namun konsep UU Cipta Kerja justru 

membawa kemunduran pada konsep strict liability menjadi liability 

based on fault atau yang biasa kita kenal dengan konsep PMH biasa.  

Dari politik hukum lingkungan pada UU Cipta Kerja di atas, 

hendaknya pemerintah memperhatikan asas-asas hukum dalam 

proses legislasi di Indonesia, khususnya di bidang lingkungan. 

Selain itu perlunya pengawalan dan pengawasan dari berbagai 

pihak dalam implementasinya UU Cipta Kerja. Dengan adanya 
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pengawasan yang ketat dan pemberian rekomendasi dari berbagai 

pihak, dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menunjang 

perbaikan hukum lingkungan kedepannya.  
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Pendahuluan 
Dalam kehidupan dewasa ini, tantangan yang dihadapi negara dan 

masyarakat internasional menuntut tanggapan yang sangat berbeda, 

melahirkan peran baru bagi sistem hukum internasional. Proses 

globalisasi dan ancaman transnasional telah secara mendasar 

mengubah sifat pemerintahan dan tujuan hukum internasional dalam 

beberapa tahun terakhir. Dari isu polusi lintas batas hingga kamp 

pelatihan teroris, serta dari isu pengungsi hingga proliferasi senjata, 

masalah internasional seringkali menghadapi hambatan karena 

sistem hukum antarnegara kerap tidak mampu 

mengatasinya.(Isharyanto, 2017) 

Keberadaan politik hukum internasional semakin menjadi 

sorotan dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang. Politik 

hukum internasional merujuk pada interaksi antara negara-negara 

dalam menciptakan, mengimplementasikan, dan menegakkan hukum 



Politik Hukum Internasional: Peran Indonesia Dalam Komunitas Global 

 

143 Ibnu Mardiyanto 

internasional. Hal ini melibatkan berbagai aspek, seperti perdamaian 

dan keamanan internasional, perlindungan lingkungan hidup, hak 

asasi manusia, perdagangan internasional, serta berbagai isu global 

lainnya. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis dan peran 

yang semakin diakui dalam komunitas internasional, memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam politik hukum internasional. Sejak 

merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam 

berbagai forum dan organisasi internasional, serta terlibat dalam 

penyelesaian konflik dan perdamaian internasional.  

Eksistensi hukum internasional sebagai alat politik berasal dari 

dinamika hubungan antar negara, yang didorong oleh kepentingan 

yang saling terkait. Di era globalisasi, di mana batas fisik tampaknya 

kabur, masalah yang dihadapi oleh satu negara seringkali melibatkan 

kedaulatan negara lain, seperti perdagangan internasional, perang 

melawan terorisme, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Untuk 

mencapai kepentingan nasional, negara menggunakan berbagai alat 

politik, termasuk ketergantungan ekonomi, pertahanan, dan hukum 

internasional, yang dapat mengatasi hambatan kedaulatan negara 

lain.(Juwana, 2012) 

Secara umum, politik hukum internasional dan politik luar negeri 

sama-sama memusatkan perhatian pada analisis kepentingan, 

tindakan, dan unsur kekuasaan. Ketika seorang analis 

mempertimbangkan tindakan terhadap lingkungan eksternal dan 

kondisi domestik yang mendukung formulasi kebijakan, hal tersebut 

masuk dalam ranah politik luar negeri. Namun, ketika tindakan 

tersebut diidentifikasi sebagai bagian dari pola tindakan suatu negara 

dan merespon tindakan atau reaksi negara lain, hal itu menjadi bagian 

dari kajian politik hukum internasional. 

Dalam dinamika interaksi antarnegara, terjadi saling 

mempengaruhi dan merespon. Pengaruh tersebut dapat langsung 

ditujukan pada target tertentu, tetapi juga bisa bersifat tidak langsung 

dari tindakan tertentu. Terlepas dari alasan di baliknya, negara yang 

menjadi target pengaruh, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, harus memberikan respons yang tepat, yang tercermin 

dalam hubungannya dengan negara lain dalam usaha mempengaruhi 

atau bahkan memaksa negara lain untuk menerima keinginan 

politiknya. 
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Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik dan 
Perdamaian Internasional 
Salah satu dari tujuan utama bangsa Indonesia, sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah berkontribusi dalam 

mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, 

Indonesia berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia, yang 

dilakukan melalui hubungan internasional yang baik serta partisipasi 

aktif dalam organisasi-organisasi internasional. Kontribusi Indonesia 

dalam penyelesaian konflik dan perdamaian internasional telah diakui 

secara luas. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia 

dan demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi 

unik sebagai mediator dan fasilitator dalam konflik regional dan 

global. Kontribusi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin 

regional yang berkomitmen pada perdamaian dan keamanan dunia, 

dengan memegang teguh prinsip kemerdekaan, kemanusiaan, dan 

keadilan.  

Indonesia tidak hanya mengirimkan tentara dan polisi ke seluruh 

operasi penjaga perdamaian PBB, tetapi juga personil sipil seperti 

pekerja bantuan, pengamat, dan diplomat. Hal ini menunjukkan 

bahwa Indonesia memahami pentingnya pendekatan komprehensif 

dalam pemeliharaan perdamaian, termasuk aspek militer, 

kemanusiaan, dan diplomatik. (Hutabarat, 2018) Partisipasi Indonesia 

dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya 

memberikan kontribusi dalam menegakkan perdamaian dan 

keamanan global tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai 

pemain penting dalam arena internasional. 

Partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian 

PBB tidak hanya memberikan dampak lokal di negara-negara yang 

terlibat, tetapi juga memperkuat reputasi diplomatis Indonesia secara 

global. Melalui kontribusi ini, Indonesia menegaskan komitmennya 

terhadap prinsip-prinsip PBB, termasuk perdamaian, keamanan, dan 

penyelesaian konflik secara diplomatis. Tindakan ini tidak hanya 

memberikan legitimasi moral bagi Indonesia sebagai anggota aktif 

dalam arena internasional, tetapi juga mencerminkan kontribusi 
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positifnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.(Ryanda 

Catur Arhanudya, Syaiful Anwar, 2023) 

Kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik dan 

perdamaian internasional telah menunjukkan peran yang signifikan 

dalam mewujudkan stabilitas global. Melalui komitmen pada prinsip-

prinsip kemerdekaan, kemanusiaan, dan keadilan, Indonesia telah 

membantu membangun dunia yang lebih aman dan damai. Dalam 

konteks ini, peran Indonesia tidak hanya diakui secara luas oleh 

komunitas internasional, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai 

pemimpin regional yang proaktif dalam mencari solusi untuk konflik-

konflik yang melibatkan berbagai negara dan budaya. 
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Ruang Lingkup dan Definisi Politik Hukum Pidana 
Sudarto berpendapat bahwa istilah "politik" memiliki banyak definisi. 

Dalam Bahasa Belanda, istilah "politiek" mengacu pada sesuatu yang 

berkaitan dengan negara atau masalah nasional (Sudarto, 2005). 

Menurut Talcott Persons, politik adalah "elemen dari setiap tindakan 

yang berkaitan dengan upaya kolektif untuk mencapai tujuan kolektif” 

(Mudzakkir, 2012). Menurut Hoogerwerf, politik adalah “upaya untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan cara dan waktu tertentu”. Selain itu, 

politik, atau "kebijakan", dapat didefinisikan sebagai pilihan yang 

menunjukkan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan bersama  (Mayer, 1997). 

Menurut Kamus Bahasa Belanda, istilah "politik" berarti "beleid" 

(Syaukani, 2010). Bahasa Indonesia menggunakan istilah "beleid" 

untuk menggambarkan kebijakan. Dengan demikian, kata "politik 

hukum" merujuk pada kebijakan hukum. Singkatnya, politik hukum 

terdiri dari set gagasan dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar 

untuk merencanakan, mengelola, dan bertindak dalam bidang hukum. 
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Dalam Bahasa Belanda istilah "rechtspolitiek", yang terdiri dari 

kata "recht" dan "politiek", merupakan asal usul istilah politik hukum. 

Dalam istilah Indonesia, kata "recht" berarti "hukum", yang berasal 

dari istilah Arab "hukm", yang artinya keputusan, verdict, perintah, 

pemerintahan, otoritas, penghukuman, dan sebagainya (Syaukani, 

2010). 

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah tindakan 

memilih dan metode untuk mencapai tujuan hukum dan sosial 

masyarakat tertentu (Rahardjo, 1991). Teori ini dapat dianggap 

sebagai aturan umum yang dapat membantu pemerintah, seperti 

aparat penegak hukum, pengelolaan, pengaturan, atau penyelesaian 

masalah publik, masalah sosial, atau bidang-bidang yang digunakan 

untuk membuat peraturan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk 

tujuan umum untuk memastikan kesejahteraan umum dan 

kemakmuran masyarakat (Mulyadi, 2008). 

Padmo Wahjono mengatakan strategi utama yang menentukan 

cara, bentuk, dan isi hukum disebut politik hukum. Selain itu, 

kebijakan yang mengatur penyelenggaraan negara yang termasuk ke 

dalam politik hukum merupakan standar untuk melakukan 

penghukuman. Ini dapat mencakup peraturan yang dibuat, 

diterapkan, dan dilaksanakan (Wahjono, 1986). 

Sudarto berpendapat, politik hukum adalah kebijakan dari pada 

negara yang dibuat oleh badan-badan penyelenggara negara yang 

memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan yang 

diharapkan untuk mengungkapkan nilai-nilai masyarakat dan 

mencapai tujuan negara (Sudarto, 1983). Politik hukum juga 

didefinisikan sebagai upaya untuk membuat peraturan yang sesuai 

dengan keadaan (Sudarto, 1986). Sunaryati Hartono mengatakan 

bahwa pemerintah dapat membuat sistem hukum nasional yang 

diinginkannya, yang akan mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, 

dengan menggunakan politik hukum (Hartono, 1991). 

Dalam kepustakaan internasional, istilah "politik hukum pidana" 

juga disebut sebagai penal policy, criminal law policy, atau 

strafrechtspolitiek (Wisnubroto, 1999). 

Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum yang 

berkaitan dengan upaya untuk membuat atau membuat perundang-
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Suatu upaya logis dari masyarakat untuk menangani kejahatan 

disebut politik kriminal (Sudarto, 1986). Marc Ancel mendefinisikan 

politik kriminal sebagai “the rational organization of the control of 

crime by society” (mekanisme logis untuk mengontrol kejahatan oleh 

masyarakat) (Arief, 2002). G. Peter Hoefnagels mengembangkan 

gagasan ini dengan mengatakan bahwa “criminal policy is the rational 

organization of the social reaction to crime” (politik kriminal adalah 

cara yang logis untuk mengatur respons masyarakat terhadap 

kejahatan). G. Peter Hoefnagels juga menyatakan “Criminal policy is the 

science of response, crime prevention, and identifying human behavior 

as crime; it is a rational aggregate of the responses to crime” (kebijakan 

kriminal adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana bertindak, 

mencegah kejahatan, dan mengidentifikasi tindakan manusia sebagai 

kejahatan. Ini adalah kumpulan tindakan logis terhadap kejahatan) 

(Arief, 2002). Berikut adalah skema yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan pendapat tersebut: 

 

 
Gambar 10.2: Skema Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) 

Sumber: Barda Nawawi Arief, 2002 

 

Skema di atas menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan 

memerlukan pendekatan kebijakan, diantaranya (Arief, 2002): 

1. Adanya hubungan antara politik kriminal dan politik sosial; 

2. Upaya penanggulangan kejahatan terintegrasi dengan upaya penal 

dan non penal; 

3. Adanya hubungan antara “treatment of offenders” (dengan pidana 

atau tindakan) dan “treatment of society”; 
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Politik Hukum sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan 

Ekonomi Nasional 

Tidak ada pengertian yang rigid tentang hukum. Hal ini mengingat 

belum ada pengertian tentang hukum dalam peraturan perundang-

undangan, selain itu jika merujuk pada pendapat ahli maka setiap ahli 

memiliki pendapatnya masing-masing. Diantara pengertian hukum 

menurut para ahli, yakni: 

1. Utrecht 

Hukum adalah himpunan petunjuk baik berupa perintah ataupun 

larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang 

seharusnya ditaati dan apabila dilanggar dapat menimbulkan 

tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat tersebut. 

(Chainur, 2000) 

2. Thomas Hobbes 

Hukum adalah perintah dari penguasa untuk memerintah dan 

memaksakan perintah tersebut kepada orang lain. (Zainal, 2011) 
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3. Satjipto Rahardjo 

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan 

petunjuk tingkah laku manusia. (Satjipto, 1991) 

 

Hukum menurut The Law Dictionary diartikan sebagai principles 

and rules of human conduct, being the aggregate of those 

commandments and principles which are either prescribed or 

recognized by the government. (The Law Dictionary, 2024) 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengertian hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat 

oleh penguasa untuk mengatur tingkah laku manusia guna 

mewujudkan ketertiban yang bersifat memaksa dan disertai dengan 

sanksi bagi yang melanggarnya. Sehingga, dengan demikian 

setidaknya dapat ditarik beberapa unsur dari pengertian hukum 

tersebut, yakni (1) seperangkat peraturan; (2) penguasa; (3) tingkah 

laku manusia; (4) ketertiban; (5) sifat memaksa; dan (6) sanksi. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, adanya unsur penguasa 

sebagai pihak yang membuat hukum dapat menjelaskan bahwa 

hukum tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur lain termasuk 

politik. Hal ini senada dengan pendapat Mahfud yang menyatakan 

bahwa politik merupakan determinan atau faktor yang menentukan 

pembentukan suatu hukum. (Mahfud, 1998) Kewenangan 

pembentukan undang-undang di Indonesia menurut konstitusi 

khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 berada di tangan 

Presiden dan DPR. Lebih lanjut kita mengetahui bahwa proses legislasi 

yang terjadi merupakan proses politik yang sarat akan banyak 

kepentingan dari berbagai pihak. Kita tidak bisa menutup mata bahwa 

Presiden dan khususnya Anggota DPR merupakan kepanjangan dari 

partai politik dalam pemerintahan sebagai simbol keterwakilan 

rakyat yang dipimpinnya. 

Keterkaitan yang sangat erat antara hukum dengan politik 

memunculkan satu disiplin ilmu hukum yang dikenal dengan politik 

hukum. Pengertian politik hukum menurut beberapa ahli, yakni: 

1. Satjipto Rahardjo 

Politik hukum merupakan suatu aktivitas terkait dengan pemilihan 

dan penentuan cara yang dipakai guna mencapai suatu tujuan 

sosial dengan hukum tertentu. (Satjipto, 1991) 
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sudah dipublikasikan karena masih terbuka terhadap adanya 

perubahan. Potensi terjadinya perubahan sudah dapat terlihat saat ini, 

misalnya terdapat perubahan visi Indonesia Emas antara dokumen 

Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045 yang dipublikasikan 

Bappenas pada Mei 2019 lalu dengan rancangan akhir Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang 

dipublikasikan pada Januari 2024. Tentunya hal ini berpengaruh 

secara signifikan terhadap penyusunan misi serta program-program 

strategis dalam rencana RPJP Nasional 2025-2045. 

Beberapa catatan yang terdapat dalam RPJP Nasional 2005-2025 

dan RPJM Nasional serta implementasinya sebagaimana yang telah 

disampaikan dalam subbab sebelumnya dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi para elit Pemerintahan dalam penyusunan 

RPJP Nasional 2025-2045 serta implementasinya melalui peraturan 

teknis dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa catatan tersebut, 

yakni (1) pentingnya melepas ego politik dengan mengedepankan 

tujuan nasional; dan (2) perlunya harmonisasi antara RPJP Nasional 

dan RPJM Nasional dengan peraturan teknis terkait seperti peraturan 

Menteri dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, hal yang paling 

utama dalam penyusunan RPJP Nasional 2025-2045 adalah 

memperkuat fondasi RPJP dengan penanaman prinsip-prinsip yang 

tercantum visi abadi Indonesia dan tujuan ekonomi nasional yang 

dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, pembangunan 

nasional khususnya pembangunan ekonomi menuju 2045 diharapkan 

tidak hanya berorientasi kepada kedaulatan, kemajuan, dan 

berkelanjutan tetapi juga berorientasi kepada keadilan sosial sebagai 

perwujudan dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Penyusunan rancangan RPJPM 2025-2045 dengan jargon 

“Indonesia Emas”-nya diharapkan tidak hanya sekadar menjadi jargon 

tetapi dapat benar-benar menjadi perwujudan tujuan ekonomi 

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum, bukan hanya 

kesejahteraan beberapa pihak semata. 

 

************ 
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Pengantar 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dinyatakan dengan 

jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. 

Konsep negara hukum menggarisbawahi bahwa segala tindakan harus 

sesuai dengan hukum, termasuk kewajiban bagi pemerintah untuk 

patuh pada hukum, bukan sebaliknya di mana hukum harus tunduk 

pada pemerintah (HR, 2019). Sehingga pada prinsipnya, dalam negara 

hukum ditentukan bahwa setiap tindakan pemerintah harus 

didasarkan pada asas legalitas (legaliteits beginsel), karena asas 

legalitas merupakan dasar terpenting dalam negara hukum (als een 

van belangrijkste fundamenten van de rechtsstaat) (Ridwan, 2014). 

Adapun pada asas legalitas, diajarkan juga bahwa bentuk dari 

pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diwujudkan dalam 
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b. Kebijakan Publik dalam domain Middle Rank Policy (kebijakan 

peringkat tengah atau derivasi penjelas) mencakup, antara lain: 

(a) Peraturan Menteri/Lembaga; (b) Keputusan 

Menteri/Kepala Lembaga; (c) Surat Edaran Menteri/Kepala 

Lembaga; (d) Peraturan Bersama atau Surat Keputusan 

Bersama Menteri/Kepala Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ 

Walikota/ Keputusan Kepala Daerah (Gubernur, 

Bupati/Walikota); (e) Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, 

Bupati/Walikota). 

c. Kebijakan dalam domain Operational Policy (kebijakan 

operasional), mencakup: (a) Keputusan, Surat Edaran, 

Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, dan produk 

hukum administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di bawah Menteri/Kepala 

Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota (yang ditetapkan oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Struktural Eselon 

I) berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata 

Naskah Dinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.1: Domain Kebijakan Publik 

Sumber: (Kadji, 2015) (diadaptasi dan didesain kembali oleh Penulis) 
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Gambar 12.5: Proses Formulasi Kebijakan Publik 

Sumber: PermenPAN Kebijakan Publik 

 

Pada tahap formulasi kebijakan publik, pejabat pemerintahan 

atau pimpinan lembaga pemerintahan membentuk tim penyusun 

kebijakan yang bersifat ad hoc. Tim ini terdiri dari ketua, sekretaris, 

serta anggota yang menguasai teknis permasalahan kebijakan, hukum 

perundang-undangan, analisis kebijakan, dan tata bahasa Indonesia. 

Dalam praktiknya, keanggotaan tim ini diisi oleh para birokrat sesuai 

dengan struktur organisasi pemerintahan yang akan menetapkan 

kebijakan. Para birokrat berperan dalam menyusun kebijakan publik 

dengan menguasai aspek teknis, hukum, analisis kebijakan, dan tata 

bahasa Indonesia. 

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kebijakan Publik. 

Secara politik hukum, konsep ini dapat dievaluasi berdasarkan 

pandangan Hikmahanto Juwana (Rongiyati, 2017). Politik hukum 

adalah landasan dan alasan di balik pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Ini sangat penting karena menentukan 
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analisis kebijakan. Peran pejabat fungsional perancang peraturan 

perundang-undangan sangat penting dalam mengawal proses 

pembentukan kebijakan publik menjadi peraturan perundang-

undangan sesuai prosedur yang diatur, dengan menyempurnakan 

bahasa Indonesia pada materi regulasi yang ditetapkan. 
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dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat 

nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat 

memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu 

hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat 

pada: https://orcid.org/0000-0002-0229-4626 atau di 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl

=en&user=RWJ9HoYAAAAJ. 
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Etika Politik Hukum 

Hukum diartikan sebagai suatu sistem dengan kerangka dasar berupa 

pedoman, struktur dan isi. Garis haluan dasar membentuk arah 

pandang diartikan sebagai politik hukum. Kebijakan penyelenggara 

negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan 

sesuatu (Padmo Wahjono, 1986: 160). Etika dalam penulisan ini 

bukanlah suatu perbuatan atau tingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan kehidupan manusia, melainkan suatu kaidah yang 

paling utama. Tren saat ini terlihat dari hiruk pikuk oleh banyak 

kalangan akhir–akhir ini semakin menghawatirkan dan menjadi 

berita utama baru-baru ini. Kehidupan pemerintahan demokratis 

sudah tercoreng, banyak para pakar dan praktisi menyatakan pesta 

demokrasi kali ini makin merosot dibandingkan pemilihan pasca 

reformasi, pemerintah sudah menutup mata tak ada lagi nilai moral 

sebagai yang utama, pelanggaran etis oknum penegak hukum 
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hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Kelima, kebudayaan, yakni 

hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup. 

Seringkali terdengar hukum itu tidak mencerminkan rasa 

keadilan masyarakat, karena para penegak hukum khususnya hakim 

pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum 

atau kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan 

rasa keadilan. Model hakim di atas, dapat merusak sendi-sendi dan 

nilai penegakan hukum yang berkeadilan oleh karenanya saat ini 

sangat dibutuhkan adanya hakim yang visioner dan progresif untuk 

mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan. Di satu sisi 

hukum harus ditegakkan, tetapi di lain pihak keadilan pun harus 

ditegakkan.  

Penegakan hukum itu merupakan jembatan atau pintu masuk 

untuk mencapai tujuan keadilan. Jika keadilan itu sudah ditegakkan 

tanpa adanya gejolak masyarakat, maka dapat dipastikan penegakan 

hukum dengan keadilan telah terwujud, namun apabila sebaliknya 

tidak ditegakkan dengan keadilan maka penegakan hukum tersebut 

dapat dikatakan semu. Oleh karena itu hakim dalam memutus suatu 

perkara diharapkan harus tegas dan profesional dengan 

mengesampingkan adanya kepentingan-kepentingan politik dari 

kalangan-kalangan elit politik. 
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Politik Hukum Indonesia 

Secara etimologis, politik hukum terdiri dari frase politik (politea) dan 

hukum (justitia). Politik merupakan serapan dari Polis (bahasa 

Yunani) yang artinya negara kota. Aristoteles misalnya memaknai 

politik sebagai aktivitas interaktif antar sesama manusia dalam polis 

atau ruang publik. Ruang publik (Polis) merupakan wadah 

penampakan diri bagi seluruh warga masyarakat untuk saling 

berinteraksi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Apa yang 

diutamakan dalam polis adalah kepentingan bersama yang 

mengintegrasikan individu / warga polis dalam satu kepentingan 

(Namang, 2020).  

Menurut Syaukani dan Thohari (2013), istilah politik hukum 

(rechtspolitiek) dalam hukum Belanda berasal dari kata ‘recht’ 

(hukum) dan ‘politiek’ (politik). Sementara itu, Hartono (1991) 

mendefinisikan politik hukum sebagai sarana / alat / mekanisme yang 

ditempuh oleh pemerintah dalam menciptakan sistem hukum 

nasional yang dikehendaki dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia. 

Wahjono (1983) memberikan pengertian politik hukum yang 

berbeda dengan arti kebijakan negara untuk menghukumkan (dalam 
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sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 

14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik).  

Peran media massa dalam politik hukum yurisprudensi 

terbatas pada Pasal 32B UU No. 3 Tahun 2009 (Mahkamah Agung), 

yang menyatakan : “Mahkamah Agung harus memberikan akses 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai:  

a. Putusan Mahkamah Agung; dan/atau  

b. Biaya dalam proses pengadilan.”  

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32B UU No. 3 Tahun 2009 

(Mahkamah Agung) berbunyi: “Akses kepada masyarakat 

dimaksudkan untuk mendapatkan putusan Mahkamah Agung 

diberikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (SIMARI).”  

Pembatasan peran media massa dalam politik hukum 

yurisprudensi juga diatur melalui Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2003 

(Mahkamah Konstitusi): (1) Mahkamah Konstitusi wajib 

mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka 

mengenai: a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; b. 

pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. (2) Laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala 

yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.”  

Sedangkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No. 24 

Tahun 2003 (Mahkamah Konstitusi) menyebutkan: “Kewajiban 

memberikan laporan berkala berdasarkan ketentuan ini tidak 

mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya peran 

media massa dalam politik hukum yurisprudensi berkaitan dengan 

Pasal 14 UU No. 24 Tahun 2003 (Mahkamah Konstitusi) yang 

menyatakan: “Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan 

putusan Mahkamah Konstitusi.” 

Demikian peran media massa dalam politik hukum di 

Indonesia, semoga bermanfaat dan menginspirasi karya akademik 

berikutnya. Last but not least, this chapter is dedicated to 

Mochammad Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar Hanini, Rira 

Rahmazanti, Ahadi Adzani Janua Flare Anzare and Kamisa Nuriana 

Fajriyah. May Allah SWT guide us always. 
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